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PUTUSAN

Nomor 2166/Pdt.G/2017/PA.Mkd.

2 L \TY »
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Agama Mungkid yang memeriksa dan mengadili perkara
tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan
putusan atas perkara Cerai Gugat antara :

XXXXXXXX, lahir tanggal 27 Mei 1998, agama Islam, Pendidikan SD,
Pekerjaan Dagang, tempat tinggal di Dusun Ngepoh Lor, RT.03,
RW.25, Desa Banyusidi, Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten
Magelang; Selanjutnya disebut Penggugat;

LAWAN

XXXXXXXX, lahir tanggal 22 Mei 1995, Agama Islam, Pendidikan SD,
pekerjaan Petani, tempat tinggal di Dusun Gejayan, RT.04, RW.30,
Desa Banyusidi, Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Magelang;
Selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi yang diajukan di

persidangan;

DUDUK PERKARA
Bahwa, Penggugat berdasar surat gugatannya tertanggal 7

Nopember 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama

Mungkid dengan register perkara Nomor 2166/Pdt.G/2017/PA.Mkd.,

tanggal 7 November 2017 mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut :
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1. Bahwa pada hari Rabu tanggal 24 September 2014 telah terjadi

perkawinan yang sah menurut syari'at Islam dan juga hukum Negara
sebagaimana diatur dalam pasal 2 Undang-undang Republik Indonesia
Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, antara Penggugat dan
Tergugat di hadapan pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan
XXXXXXXX dan tercatat dalam Akta Nikah Nomor :380/14/1X/2014

tertanggal 24 September 2014;
2. Bahwa setelah perkawinan tersebut, Penggugat danTergugat hidup

bersama di rumah orang tua Penggugat tepatnya di Dusun Ngepoh
Lor RT 03 RW 25 Desa Banyusidi Kecamatan XXXXXXXX
Kabupaten Magelang, selama2 bulan, kemudian keduanya berpisah
rumah, Tergugat pulang kerumah orang tuanya sendiridan Penggugat

tetap berada dirumah orang tuanya terhitung 3 tahun hingga saat ini;
3. Bahwa dalam perkawinan tersebut antara Penggugat danTergugat

telah berkumpul sebagaimana layaknya suami istri (ba'da al dukhul)
dandikaruniai 1 anak bernama lka Indah Rahayu, usia 2 tahun 10

bulan, ikut Penggugat;
4. Bahwa awal pernikahan Penggugat dan Tergugat harmonis,namun

tiba-tiba pada Nopember 2014 Tergugat pamit bekerja tetapi tidak
pernah mau kembali kerumah orang tua Penggugat, sehingga
sejaksaat itu Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal
dan sudah tidak saling mempedulikan lagi terhitung kurang lebih 3

tahun hingga saat ini;
5. Bahwa orang tua Penggugat telah berupaya menemui orang tua

Tergugat untuk musyawarah dan meminta pertanggung jawaban

Tergugat atas istri dan anaknya, namun upaya tersebut gagal;
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6. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat
sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk
membentuk sebuah rumah tangga yang sakinah, mawaddah
warahmah, sehingga lebih baik diputuskan dengan perceraian;
7. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, makagugatanperceraian
Penggugat terhadap Tergugat, telah memenuhi unsure Pasal 19 huruf
(b) PeraturanPemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (b)
Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan perceraiandapat terjadi
karenaalasan : “salahsatu pihak meninggalkan pihak lain selama 2
(dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang
sah atau karena hal lain di luar kemampuannya”, mohon agar dapat
dikabulkan;
8. Bahwa untuk memenuhi ketentuanPasal 84 ayat 1 UU Nomor 7
tahun 1989 tentangPeradilan Agama yang diubahdengan UU Nomor 3
Tahun 2006 dan terakhir UU Nomor 50 Tahun 2009 serta SEMA Nomor
28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 memerintahkan
Panitera Agama Mungkid untuk mengirimkan salinan putusan yang
telah mempunyai kekuatan hokum tetap kepada Kantor Urusan Agama
di tempattinggal Penggugat danTergugat dan Kantor Urusan Agama
dimanaPenggugatdan Tergugat menikah untuk dicatatdalam register
yang tersedia untuk itu;
9. Bahwa Penggugat sanggup untuk membayar biaya perkara ;

Maka berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon dengan

hormat agar kiranya Ketua Pengadilan Agama Mungkid c.q. Majelis Hakim
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dapat memeriksa dan mengadili perkarai ni, selanjutnya menjatuh
kanputusan yang amarnya sebagai berikut :
PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (XXXXXXXX)

terhadap Penggugat (XXXXXXXX);
3. MemerintahkanPanitera Pengadilan Agama Mungkid untuk

mengirimkan salinan putusan yang telahmempunyai kekuatan hukum
tetap kepada Kantor Urusan Agama XXXXXXXX untuk dicatat dalam

register yang tersedia untuk itu;
4. Membebankan biaya atas perkara ini menurut hukum.

SUBSIDAIR:
Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan
yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat
hadir menghadap sendiri di persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah
hadir menghadap sendiri di persidangan dan tidak pula menyuruh orang
lain menghadap sebagai wakilnya meskipun ia telah dipanggil secara resmi
dan patut sebagaimana relaas panggilan tanggal tanggal 14 November
2017 dan tanggal 4 Desember 2017;

Bahwa, Majelis telah berusaha mendamaikan Penggugat secara
langsung dalam persidangan akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, kemudian dalam sidang tertutup untuk umum dibacakan surat
gugatan Penggugat yang isi dan penjelasan secukupnya yang telah
termuat dalam Berita Acara Sidang tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah

mengajukan bukti surat berupa;
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1. Fotokopi sah Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat yang
dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten
Magelang NIK :3308166705980004. tanggal 25-09-2016. (bukti P.1);

2. Fotokopi sah Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan
XXXXXXXX, Kabupaten Magelang, Nomor: 380/14/1X/2014. tanggal 24
September 2014. (bukti P.2);

Bahwa, disamping itu Penggugat dalam persidangan juga
menghadirkan saksi-saksi yaitu :
1. XXXXXXXX, Umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani,
tempat tinggal di Dusun Ngepoh Lor, RT.05, RW.25, Desa Banyusidi,
Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Magelang, di bawah sumpahnya

telah memberikan keterangan sebagai berikut :

Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi

adik kandung Penggugat;

Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah
September 2014, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah

orang tua Penggugat namun hanya 2 bulan;

Bahwa, Penggugat dan Tergugat suami isteri yang sudah dikaruniai

1 (satu) orang anak;
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Bahwa sejak November 2014 antara Penggugat dengan Tergugat
telah berpisah, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, Tergugat

pulang ke rumah orang tuanya;

Bahwa, semenjak Tergugat pergi meninggalkan Penggugat,

Tergugat tidak pernah datang kembali ke rumah Penggugat;

Bahwa saksi selaku pihak keluarga sudah berusaha untuk
merukunkan Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil;
2. XXXXXXXX, Umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani,
tempat tinggal di Dusun Ngepoh Lor, RT.03, RW.25, Desa Banyusidi,
Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Magelang, di bawah sumpahnya

telah memberikan keterangan sebagai berikut:

Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi

adalah tetangga Penggugat;

Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah
September 2014, mereka suami isteri yang sudah dikaruniai

seorang anak;

Bahwa setahu saksi, antara Penggugat dan Tergugat kumpul

serumah di rumah Penggugat namun sejak November 2014 antara
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Penggugat dan Tergugat telah berpisah, Tergugat perqgi

meninggalkan Penggugat;

Bahwa semenjak Penggugat dengan Tergugat berpisah, yang
sekarang sudah 3 (tiga) tahun lamanya Tergugat tidak pernah
datang kembali ke rumah Penggugat;

Bahwa, atas keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat
menyatakan cukup dan tidak akan menghadirkan saksi-saksi lagi;

Bahwa, selanjutnya Penggugat menyatakan pembuktian telah cukup
dan menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada
pendiriannya dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini segala sesuatu
yang tercantum dalam berita acara sidang adalah merupakan bagian yang
tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah
seperti diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud pasal 82 Undang-
undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah
diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan
kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim
telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar tetap hidup

rukun lagi sebagai suami isteri, namun usaha tersebut tidak berhasil;
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Menimbang, bahwa mediasi sebagaimana yang dikehendaki oleh

PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat
tidak hadir dalam persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, perkara ini
adalah perkara perceraian yang pernikahannya dilaksanakan menurut
syariat Islam, oleh karena itu sesuai ketentuan pasal 49 huruf (a) Undang-
undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah
diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006. dan perubahan
kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, secara absolut
perkara ini adalah kewenangan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa perkara ini diajukan oleh Penggugat di
Pengadilan Agama Mungkid, sesuai dengan domisili Penggugat (bukti P.1)
oleh karena itu sesuai ketentuan pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor
7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan
Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006. dan perubahan kedua dengan
dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009. secara relatif perkara ini
adalah kewenangan Pengadilan Agama Mungkid;

Menimbang, bahwa alat bukti P.2 berupa Fotokopi sah Kutipan Akta
Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten
Magelang, Nomor: 380/14/1X/2014. tanggal 24 September 2014.
merupakan bukti  autentik perkawinan Penggugat dengan Tergugat
dilaksanakan berdasarkan tata cara agama Islam, maka berdasarkan
ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 165 HIR,
harus dinyatakan terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah terikat

dalam perkawinan yang sah sampai sekarang, dengan demikian Majelis
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berpendapat bahwa Penggugat dan Tergugat memenuhi syarat kedudukan
hukum (legal standing) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan,
Penggugat hadir menghadap di persidangan sedangkan Tergugat tidak
pernah hadir menghadap sendiri di persidangan dan tidak pula menyuruh
orang lain menghadap sebagai wakilnya meskipun telah dipanggil secara
resmi dan patut, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan
Penggugat akan tetapi tidak berhasil, maka perkara ini harus diselesaikan
melalui putusan Hakim;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada pokoknya
antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah sejak November 2014,
alasan mana menurut majelis sesuai dengan alasan perceraian
sebagaimana maksud pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9
Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974
Tentang Perkawinan jo pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;
Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya,
Penggugat telah mengajukan bukti surat tertanda P.1, P.2 dan dua orang
saksi ;
Menimbang, bahwa mengenai bukti tertulis tertanda P.1 dan P.2
sebagaimana telah dipertimbangkan diatas;
Menimbang, bahwa saksi-saksi yang telah dihadirkan dipersidangan
setelah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim ternyata secara formil telah
memenuhi syarat, karena saksi-saksi tersebut telah memberikan

keterangan di depan sidang, demikian pula secara materiil juga telah
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memenuhi syarat, karena keterangan yang diberikan adalah mengenai

peristiwa yang dilihat dan didengarnya sendiri, diperoleh dari pengetahuan
yang jelas serta antara saksi satu dengan yang lain saling bersesuaian,
sesuai ketentuan pasal 170 — 172 HIR, sehingga oleh karenanya Majelis
Hakim menilai bahwa keterangan para saksi tersebut dapat diterima
sebagai bukti yang menguatkan dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat dihubungkan
dengan keterangan saksi-saksi, maka Majelis telah dapat menemukan

fakta di persidangan yang pada pokoknya :

Bahwa Penggugat berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama
Mungkid dengan demikian Pengadilan Agama Mungkid berwenang

mengadili perkara ini;

Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah
secara islam dan tercatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor
Urusan Agama, sehingga dengan demikian pengajuan gugatan ini

memiliki dasar hukum yang sah;

Bahwa setelah nikah Penggugat dengan Tergugat pernah kumpul

serumah di rumah orang tua Penggugat;

Bahwa Penggugat dan Tergugat sejak November 2014 telah berpisah
tempat tinggal dan selama kurun waktu tersebut Penggugat dengan

Tergugat tidak pernah hidup serumah lagi;
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Menimbang, bahwa dengan demikian dalil Penggugat yang
menyatakan antara Penggugat dan Tergugat telah hidup sejak November
2014 ternyata terbukti, sehingga gugatan cerai Penggugat pada petitum
primer dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan pendapat

ahli figh dalam kitab Ghayatulmaram halaman : 791 yang berbunyi :
lclgl asg il awu uolaldl sod algesr ki Iils
o b xias]l plgs axo Glas V Lao sl VI ylSg ol
adll lgill logiu zMoVl e uolddl jxcg Log) Liol
asl

Artinya :Dan apabila isteri telah dapat membuktikan dalil gugatannya
diahadapan hakim dengan bukti atau pengakuan suami dan penderitaan itu
sudah tidak bisa dipertahankan kelangsuangan kehidupan rumah tangga
diantara keduanya sementara juga hakim sudah tidak dapat mendamaikan
keduanya maka hakim dapat menjatuhkan talak suami terhadap isterinya
dengan talak satu bain;

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang dikemukakan oleh
Penggugat, Majelis berpendapat telah memenuhi unsur-unsur yang
terkandung dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974
tentang Perkawinan jo Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9
Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan
tersebut diatas, maka gugatan Penggugat cukup beralasan, oleh karena itu
dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra dari Tergugat
kepada Penggugat;
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Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak
hadir, maka berdasarkan ketentuan pasal 125 HIR, gugatan Penggugat
dikabulkan dengan Verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 84 ayat (2) Undang-
undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah
diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006. dan perubahan
kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009. maka diperintahkan
kepada Panitera untuk mengirim salinan putusan yang telah berkekuatan
hukum tetap kepada Pegawai Pencatat nikah pada Kantor Urusan Agama
dimana perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut dilangsungkan dan
Pegawai Pencatat nikah pada Kantor Urusan Agama dimana Penggugat
dan Tergugat bertempat tinggal untuk dicatat dalam sebuah daftar yang
disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa gugatan perceraian termasuk perkara dalam
bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1)
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama
sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006.
dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009.
maka biaya perkara sepenuhnya dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan
dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI
1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut

untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;

2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
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3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (XXXXXXXX)

terhadap Penggugat (XXXXXXXX);

4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Mungkid untuk
mengirimkan salinan putusan ini yang telah memperoleh kekuatan
hukum tetap, kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama
Kecamatan XXXXXXXX Kabupaten Magelang untuk dicatat dalam

daftar yang disediakan untuk itu;

5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara
sejumlah Rp 391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);
Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim
Pengadilan Agama Mungkid pada hari Senin, tanggal 11 Desember 2017
Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Rabiul Awal 1439 Hijriyah, oleh kami
Majelis Hakim Pengadilan Agama Mungkid yang ditunjuk oleh Ketua
Pengadilan Agama tersebut dengan susunan H.Masrukhin, SH. M.Ag.
sebagai Hakim Ketua Majelis, Dra. Hj.Emmafatri, S.H., M.H dan Nur
Hamid, S.Ag., MH. masing-masing sebagai hakim Anggota dan pada hari
itu juga putusan ini dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh
Ketua Majelis dengan dihadiri oleh para hakim Anggota serta Dina
Munawaroh, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh pihak
Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

H. MASRUKHIN, SH.,M.Ag.
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Hakim Anggota Hakim Anggota

Dra. Hj.EMMAFATRI, S.H., M.H NUR HAMID, S.Ag.,MH.

Panitera Pengganti

DINA MUNAWAROH, S.Ag.

Perincian biaya perkara:

1. Biaya pencatatan Rp 30.000,00
2. Biaya Adm.Penyelesaian Perkara Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan Rp300.000,00
4. Biaya Redaksi Rp 5.000,00
5. Biaya Materai Rp_6.000,00
Jumlah Rp391.000,00

(tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);
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